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bahwa dalam Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025
tentang Percepatan Pembangunan percepatan
Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan
Air Nasional, Menteri Perhubungan mendapatkan
instruksi untuk melakukan percepatan pembangunan dan
pengembangan bandar wudara sebagai pendukung
Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional;
bahwa pembangunan Bandar Udara Wanam Baru telah
diakomodir di dalam Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis
Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029;

bahwa Dberdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2023 tentang Tata Cara
dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara dan Tempat
Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter, penetapan
lokasi bandar udara ditetapkan oleh  Menteri
Perhubungan.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan
Lokasi Bandar Udara Wanam Baru di Kabupaten Merauke
Provinsi Papua Selatan;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6994);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah beberapa kali
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diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang
Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar
Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Negara Nomor 5295);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor
6644);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2025-2029;

Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 369) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2026
tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 29);

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tim
Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan
Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional;

Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 Tentang
Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan,
Energi, dan Air Nasional;

Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan Nomor 3 Tahun
2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua
Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi
Papua Selatan Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 3);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun
2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 594)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 608);

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek
Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1034) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 717);
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Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun
2023 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi
Bandar Udara dan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas
Helikopter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 1003);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun
2025 tentang  Rencana Strategis Kementerian
Perhubungan Tahun 2025-2029;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun
2024 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional,;
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 430 Tahun 2025
tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi
Bukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan
Hutan Dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Papua Selatan sebagaima atelah diubah dengan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 591 Tahun 2025
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor 430 Tahun 2025 tentang Perubahan Peruntukan
Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Dan
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Rangka Review
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Selatan;

Surat Gubernur Papua Selatan Nomor
500.11/0274/PPS/IV/2026 tanggal 8 April 2026tentang
Kesesuaian Rencana Lokasi Bandar Udara Wanam dengan
RTRW Provinsi Papua Selatan;

Surat Rekomendasi Bupati Merauke Nomor 500.11/2305
tanggal 30 April 2026 tentang Kesesuaian Rencana Lokasi
Bandar Udara Wanam di Distrik [lwayab — Distrik Ngguti
Kabupaten Merauke dengan Rencana Tata Ruang wilayah
(RTRW) Kabupaten Merauke;

Surat Bupati Merauke Nomor 500.11/2302 tanggal 30
April 2026 perihal Kesanggupan untuk Mengamankan dan
Mengendalikan Tata Guna Lahan (land use) sekitar Bandar
Udara Wanam;

Surat Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan
Lingkungan Hidup Bappenas Nomor
T-06549/PP.04.02/04 /2026 tanggal 15 April 2026 Hal
Penyampaian Konfirmasi Usulan Pembangunan Bandar
Udara Baru di Wanam dalam Rencana Induk Kawasan
Swasembada Pangan, Energi, dan Air Papua Selatan;
Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor
HK.203/1/3/DRJU.HKS-2026 tanggal 30 April 2026
perihal Penyampaian Laporan Evaluasi dan Rancangan
Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan
Lokasi Bandar Udara Wanam Baru di Kabupaten Merauke
Provinsi Papua Selatan;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA WANAM BARU DI
KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA SELATAN. -
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Menetapkan Lokasi Bandar Udara Wanam Baru yang berada di
Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan, yang memuat:

a. Titik koordinat Bandar Udara dan

b. Rencana Induk Bandar Udara.

Titik koordinat sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA

huruf a, memuat:

a. referensi pada tittk ujung landas pacu TH.27 pada
koordinat geografis 7° 28’ 23.366” Lintang Selatan (LS) dan
139° 21’ 4.692” Bujur Timur (BT) atau pada koordinat
bandar udara X = 20.000 meter dan Y = 20.000 meter,
dimana Sumbu X berhimpit dengan sumbu landas pacu
yang mempunyai azimuth 90° 13' 38' - 270° 13' 38"
geografis, dan Sumbu Y melalui eksisting ujung landas
pacu TH.27 tegak lurus Sumbu X; dan

b. Titik referensi bandar udara/Aerodrome Reference Point
(ARP) Bandar Udara Wanam Baru di Kabupaten Merauke
ditentukan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal
Perhubungan Udara sesuai peraturan perundang-
undangan.

Rencana Induk Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada
Diktum PERTAMA huruf b sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Menteri ini, terdiri:

a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang
dan kargo;

kebutuhan fasilitas;

tata letak fasilitas;

tahapan pelaksanaan pembangunan;

kebutuhan dan pemanfaatan lahan;

daerah lingkungan kerja;

daerah lingkungan kepentingan; dan

kawasan keselamatan operasi penerbangan.
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Pemerintah Pusat cq. Kementerian Perhubungan selaku
Pemrakarsa berkewajiban untuk melakukan percepatan
pembangunan dan pengembangan bandar udara sebagai
pendukung Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air
Nasional melalui penyusunan  perencanaan  teknis,
pembangunan fasilitas, verifikasi hasil pembangunan, dan
operasional bandar udara.

Bandar Udara Wanam Baru di Kabupaten Merauke Provinsi
Papua Selatan dibangun dan dikembangkan dengan luas lahan
scbagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA kurang lebih
1.050 Hektar (Ha).

Bandar Udara Wanam Baru di Kabupaten Merauke Provinsi
Papua Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA
merupakan Bandar Udara dengan Hierarki Pengumpan (Spoke)
dan diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
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Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada
Diktum KEENAM, wajib memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan, dan dalam jangka waktu paling lambat
3 (tiga) tahun harus melengkapi dokumen berupa Batas
Kawasan Kebisingan.

Rencana Induk Bandar Udara Wanam Baru di Kabupaten

Merauke Provinsi Papua Selatan sebagaimana dimaksud pada

Diktum KETIGA dengan ketentuan:

a. Dberlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;

b. dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun; dan

c. dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis,
peninjauan kembali Rencana Induk Bandar Udara Wanam
Baru di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan dapat
dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan yang tidak
sesuai dan belum diatur di dalam rencana induk sebagaimana
dimaksud pada Diktum KETIGA wajib memperoleh persetujuan
Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pembiayaan yang timbul atas penetapan lokasi Bandar Udara
Wanam Baru di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
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KEDUABELAS  : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2026

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DUDY PURWAGANDHI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
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13.
14.
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16.
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18.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
Menteri Sekretaris Negara;

Menteri Dalam Negeri;

Menteri Hukum;

Menteri Keuangan;

Menteri Pekerjaan Umum;

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS:;

Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara;

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para
Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;

Ketua DPRD Provinsi Papua Selatan;

Gubernur Papua Selatan;

Ketua DPRD Kabupaten Merauke;

Bupati Merauke;

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan;

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke.

Salinan sesuai dengan aslinya

 KepalaBiro Hukum,
# 2RI RN
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 1038 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN LOKASI BANDAR
UDARA WANAM BARU KABUPATEN MERAUKE

PROVINSI PAPUA SELATAN

RENCANA INDUK BANDAR UDARA

I. Prakiraan Permintaan Kebutuhan Pelayanan Penumpang dan Kargo

Rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara untuk
memenuhi kebutuhan operasi penerbangan dan pelayanan bandar udara
dilakukan terutama berdasarkan perkembangan lalu lintas angkutan

udara sebagaimana tercantum pada Tabel I.

TABEL I
PRAKIRAAN PERMINTAAN JASA ANGKUTAN UDARA
BANDAR UDARA WANAM BARU KABUPATEN MERAUKE
PROVINSI PAPUA SELATAN

o Uraiin Rencana Tahapan Pembangunan Keterangan
Tahap I Tahap II Tahap III '
Pergerakan Penumpang
a. Tahunan 138.739 225.594 237.840 Penumpang
b. Harian 432 781 961 Penumpang
i c. Jam Sibuk 152 408 603 Penumpang
Pergerakan Kargo
a. Tahunan 5.957,16 7.949,08 22.290,02 Ton
b. Harian 25,39 36,22 84,21 Ton
c. Jam Sibuk 1632 27,76 33,89 Ton
Pergerakan Pesawat
Penumpang
a. Tahunan 3.536 5.096 5.304 Pergerakan
b. Harian 10 14 16 Pergerakan
2 c. Jam Sibuk 4 4 4 Pergerakan
Pergerakan Pesawat Kargo
a. Tahunan 728 728 1.352 Pergerakan
b. Harian 4 4 4 Pergerakan
c. Jam Sibuk 2 2 2 Pergerakan
nglah Pesawat Jam o o 9 Pergeralsmn
3 Sibuk Penumpang
Jumlah Pesawat Jam 1 1 1 P L
Sibuk Kargo P
Pesawat yang di layani F{iessna) LBtk 1 (A320) dan
* | Penumpang Canl =an 1 (B.Z37-800) | | FCSAwWAL
1 (ATR 72) 1 (A 320)







